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ABSTRAK

Asas restoratif justice merupakan asas yang digunakan dalam acara pidana yang
berupaya menyelesaikan suatu permasalahan di luar proses penyelesaian pada
umumnya. Penyelesaian tersebut berfokus pada pengembalian kerugian korban
dengan proses musyawarah mufakat antar para pihak yang berkepentingan. Sistem
peradilan pidana anak sudah mengimplementasikan asas tersebut dengan adanya
diversi dalam penyelesaian pidana anak. Permasalahan penelitian ini ialah bagaimana
asas restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak pada
sistem peradilan pidana anak dan bagaimana penerapan asas restoratif justice dalam
penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian
empiris yaitu melihat hukum itu diterapkan pada masyarakat dengan menggunakan
data hukum primer berupa hasil wawancara dari Hakim dan Panitera di Pengadilan
Negeri Palembang Kelas 1A Khusu, dengan didukung data hukum sekunder. Hasil
dari penelitian mengungkapkan bahwa asas restoratif justice sangat dibutuhkan
terutama dalam pidana pencurian anak yang Sebagian besar objek pidana tidak
sebesar objek pidana yang dilakukan orang dewasa dan penerapan asas tersebut di
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sudah optimal walaupun masih
terdapat beberapa kendala untuk mengupayakan keberhasilan diversi terhadap para
pihak.

Kata Kunci : Restoratif Justice, Pencurian,Anak, Pengadilan
Palembang, 2021
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga
semua perbuatan hukum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan
yang diberlakukan kepada masyarakat tanpa terkecuali. Aturan hukum
diberlakukan untuk mencapai cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap
banga Indonesia, dan memberikan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban.
Hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu hukum privat
dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan
antara individu satu dengan individu lainnya yang berfokus pada kepentingan
perseorangan, contohnya hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan,
hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan
masyarakatnya, contohnya hukum administrasi negara, hukum internasional,
hukum pidana dan hukum tata negara.! Jika dianalisis, maka peran negara lebih
besar pada bidang hukum publik, sehingga aturan hukum publik harus terus
diperbaharui mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan masyarakat
agar aturan yang dibuat dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan

hukum. Namun, berbeda dengan hukum lainnya, hukum pidana sampai

! Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan
Politik Hukum Nasional, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2016, him. 43



sekarang belum mengalami perubahan yang mana aturan hukum pidana yang
berlaku ialah Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum
pidana materil, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, hingga sekarang belum
mengesahkan kitab undang-undang hukum pidana nasional, melainkan masih
menggunakan kitab undang-undang hukum pidana dari Bangsa Belanda yang
dikenal dengan sebutan wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie yang
ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 1915 dan diberlakukan pada tanggal 1
Januari 1918. Kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disebut dengan
KUHP) di Indonesia awalnya disebut dengan wetboek van strafrecht voor
nederlandsch indie yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik
Indonesia yang mana hal tersebut memang diperkenankan oleh undang-undang
yaitu diatur dalam Pasal Il aturan peralihan Undang-Undang Republik
Indonesia Tahun 1945, bahwa “segala badan-badan negara dan peraturan-
peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru.”
Sehingga, jika Kita simpulkan bahwa memang tidak menjadi masalah apabila
KUHP tetap diberlakukan hingga sekarang, namun pada kenyataanya aturan
hukum di dalam KUHP sudah banyak yang tidak sesuai dengan perubahan
lingkungan masyarakat. 2 Walupun dengan demikian, bukan berarti Indonesia
tidak merancang kitab undang-undang hukum pidana nasional, karena

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dibuat sejak lama dan

2 Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia,
Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017, him. 9



diharapkan dapat segera disahkan untuk menggantikan KUHP peninggalan

Kolonial Belanda berdasarkan staatsblad 1915:732.2

Pada sisi yang berbeda, peraturan hukum pidana formil yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP adalah
undang-undang nasional, namun jika kita simpulkan bahwa jarak
diberlakukannya KUHP dengan disahkannya KUHAP dapat dianggap sangat
jauh dengan jarak 35 (tiga puluh lima) tahun untuk digunakan sebagai hukum
pidana formil atau disebut juga dengan hukum acara pidana, yang mana hukum

pidana formil dibuat untuk menjalankan hukum pidana materiil.

Semua aturan hukum yang berisikan perbuatan hukum baik berisikan
larangan, kewajiban maupun kebolehan didasari dengan asas-asas hukum yang
menjadi latar belakang aturan hukum tersebut dibentuk, sehingga aturan hukum
tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum, demikian juga terhadap
putusan hakim, pelaksanaan aturan hukum, tindakan aparat penegak hukum,
pemikiran atau pendapat terkait dengan sistem hukum.* Hal tersebut juga
berlaku untuk hukum pidana baik hukum pidana materiil maupun pidana
formil. Salah satunya penerapan asas restorative justice dalam sistem peradilan
anak yang memimiliki sistem peradilan yang berbeda dengan sistem peradilan

pada umumnya. Asas Restorative justice adalah konsep pendekatan atas

% Tim detikcom, RUU KUHP yang Berusia 50 tahun Bakal Disahkan DPR, detikNews,
diakses pada https://news.detik.com/berita/d-4712234/ruu-kuhp-yang-berusia-50-tahun-bakal-
disahkan-dpr/1, hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, pukul 13.48 WIB, him. 1.

4 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial
Prudance, Makasar: Kencana, 2007, him. 14,



https://news.detik.com/berita/d-4712234/ruu-kuhp-yang-berusia-50-tahun-bakal-disahkan-dpr/1
https://news.detik.com/berita/d-4712234/ruu-kuhp-yang-berusia-50-tahun-bakal-disahkan-dpr/1

keadilan pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak yang melibatkan
semua pihak secara langsung, yaitu pelaku, korban dan masyarakat untuk
menyelesaikan perkara secara bersama-sama sekaligus menyikapi akibat dari
tindak pidana dan impilasinya untuk masa yang akan datang, khususnya pada
perkara pidana anak.® Istilah konsep restorative justice sering disebut dengan
“non state justice system” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara
menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Pada sistem peradilan
pidana anak, asas restorative justice diterapkan melalui sistem diversi yaitu
proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana, yang mana
konsep tersebut mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan
sebuah tindakan melawan seseorang atau masyarakat yang berhubungan

dengan pelanggaran sebagai perusak norma hukum.®

Semua perbuatan tindak pidana harus ditindaklanjuti menurut undang-
undang yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan asas legalitas hukum pidana
yang berbunyi “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” yang
artinya tiada delik, tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam
perundang-undangan. Asas tersebut diatur tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa “suatu perbuatan tidak dapat
dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan

pidana yang telah ada.” Oleh karenanya, tindak pidana yang dilakukan anak

> Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restorative (Restorative Justice)

Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4,
No. 2, 2019, him. 137.

18.

¢ Marliana, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2009, him.



juga harus ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam undang-undang yang
berlaku. Penyelesaian perkara pidana anak memiliki sistem tersendiri yaitu
didasari dengan asas restorative justice yang diimplementasikan melalui
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang mana aturan dalam undang-undang tersebut
didasari dengan asas-asas yang melindungi harkat dan martabat anak. Sistem
peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu keseluruhan
proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa sistem peradilan pidana
anak wajib mengutamakn pendekatan keadilan restorative, yang meliputi

tindakan sebagai berikut:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan
lain dalam undang-undang ini;

2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum; dan

3. Pembidanaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan
selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani

pidana atau tindakan.



Ketiga tindakan tersebut diatas wajib diupayakan diversi untuk melindungi
hak-hak anak dan melindungi kesehatan fisik dan psikis dalam pertumbuhan
dan perkembangan anak, karena pada dasarnya kemampuan anak berbeda
dengan orang dewasa yang siap untuk berhadapan langsung dalam
penyelesaian perkara secara umum di Pengadilan.” Tujuan utama asas
restorative justice adalah mengembalikan keadaan semula kepada korban
dengan pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau
masyarakat atas tindakan pelaku, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan
masyarakat.® Restorative justice juga memiliki tujuan lain yaitu memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya kepada anak untuk memperbaiki
diri dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggung
jawaban kepada korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Salah satu
contohnya tindak pidana pencurian Yyang mewajibkan anak untuk
mengembalikan barang yang telah dia curi sebagai cara mengganti kerugian
kepada korban, namun perbuatan tersebut tidak akan efektif jika tidak adanya
kerjsama dan Kketerlibatan antara pihak-pihak yang berkepentingan seperti
korban, pelaku, dan masyarakat. Apabila penyelesaian tersebut tidak
dikehendaki oleh korban maupun pelaku, maka proses peradilan akan

menyelesaikan perkara tersebut.’

Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut

" Dwi Rachma Ningtias, dkk, “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana
Anak”, Journal of Lex Generalis, Vol. 1, No. 5, 2020, him 20.

8 Prakoso Abintoro, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Surabaya: Lakshang
Grafika, 2013, him. 23.

® Reyner Timothy Danielt, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana
Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur”, Lex et Societatis, Vol. 2, No. 6, 2014, him. 18.



dengan PBB mengeluarkan deklarasi yaitu Universal Declaration of Human
Rights (UDHR), yang mana salah satu rumusannya berisikan hak kemerdekaan
untuk setiap manusia yang dilahirkan serta persamaan martabat dan hak-
haknya, sehingga hak tersebut juga diberikan perlindungan kepada anak atas
jaminan hak-hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya.
Kovensi-konvensi hak-hak anak dalam instrumen hukum dan hak asasi
manusia mencerminkan bahwa perlindungan anak menjadi kepentingan
dunia.’® Indonesia juga yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak pada
tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Perlindungan yang besar diberikan kepada anak, karena
anak memilki hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang
dewasa, perbedaan tersebut disebabkan karena kondisi anak lebih rentan
mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.!* Walapun demikian,
anak juga dapat melakukan tindak pidana seperti pencurian, penyalahgunaan
narkoba, perkelahian, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas dan
penganiayaan sampai dengan tidak pidana pembunuhan. Namun, latar belakang
yang menjadi dasar perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak sering kali
berbeda dari orang dewasa, sehingga anak harus berhadapan dengan hukum

baik sebagai pelaku maupun korban dari suatu tindak pidana.

10 Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal lImiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1,
2019, him. 16.

11 Nur Rochaeti, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 2,
2015, him. 150.



Perbedaan sistem penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan
anak dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa menjadi poin penting
bagi aparat penegak hukum baik pada tingkat penyidikan hingga
pembimbingan setelah pelaksanaan sanksi, baik dilakukan oleh kepolisian,
kejaksaan maupun kehakiman dan aparat penegak hukum lainnya yang
berwenang atas penyelesaian perkara tindak pidana anak baik pada saat
penyelesaian perkara maupun setelah pelaksanaan putusan hakim. Pengadilan
Negeri Palembang kelas 1A Khsusus memiliki wilayah yuridiksi yang cukup
luas di kota Palembang yang meliputi 16 (enam belas) Kecamatan 114 (seratus
empatbelas) Kelurahan pada Kota Palembang.'> Oleh karenanya, Penulis
sangat tertarik meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian perkara tindak
pidana pencurian anak pada sistem peradilan pidana anak yang didasari dengan
asas restorative justice di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus,
selain wilayah yuridiksi yang luas namun di sisi lain juga kita ketahui
lingkungan sosial untuk anak yang bertempat tinggal di Kota lebih rentan
melakukan kejahatan akibat faktor dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar
dirinya. Sebagaimana yang kita ketahui pengadilan adalah poin penting dalam
penegakan sistem peradilan pidana anak, karena penyelesaian perkara tindak
pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya berkaitan dengan fisik dan psikis
anak pada saat penyelesaian perkara tindak pidana berlangsung, namun juga

berkaitan erat dengan dampak yang akan ditanggung oleh anak di masa yang

2 pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Wilayah yuridiksi Pengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khsuus, diakses http://www.pn-palembang.go.id/index.php/tentang-
pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi, pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021,
pukul 16.00 WIB.



http://www.pn-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi
http://www.pn-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi

akan datang tentunya setelah menjalankan putusan pengadilan atas tindakan

yang dilakukannya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis
dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak
pidana pencurian anak pada sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara
tindak pidana pencurian anak di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A

Khusus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam
penelitian ini, antara lain sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara
tindak pidana pencurian anak pada sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk menjelaskan penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian
perkara tindak pidana pencurian anak di Pengadilan Negeri Palembang

Kelas A Khusus.



D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat

penelitian baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoretis
Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan
penjelasan tentang penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian
perkara tindak pidana pencurian anak di Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan

hukum acara pidana pada khususnya yaitu sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat praktis
Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi
bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya untuk diri penulis
sendiri untuk pemecahan masalah lainnya yang sejalan dengan penelitian

ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian menjadi patokan penulis dalam pembuatan
penelitian ini yang mana ruang lingkupnya dapat mempersempit permasalahan,
dan membatasi area penelitian, sekaligus ruang lingkup dapat menunjukkan

hal-hal yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan penelitian.'® Penulis

13 Faisar Ananda Arfa & Watni Marpaung, Metodologi Penilitian Hukum Islam,
Jakarta: Kencana, 2016, him. 85.
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akan membatasi ruang lingkup penelitian tersebut dengan menitikberatkan
permasalahan pada hukum acara pidana yaitu penerapan asas restorative justice
dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian anak di Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus.

F. Kerangka Teoretis
1. Teori Keadilan hukum
Keadilan adalah sesuatu hal yang abstrak, sehingga keadilan sangat sulit
untuk diartikan karena setiap pandangan atas keadilan berbeda-beda,
sehingga keadilan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, antara lain

sebagai berikut:

a. Teori Keadilan Prosedural
Menurut Plato teori keadilan prosedural adalah suatu
perbuatan yang dapat dikatakan adil dalam masyarakat bilamana
setiap anggota melaksanakan aturan yang telah ditetapkan sesuai
dengan fungsinya.!* Sehingga, aturan tersebut diharapkan dapat

mencapai tujuan dari pembuatannya.

b. Teori Keadilan Struktural
Teori keadilan struktural yang umumnya dikenal dengan teori
keadilan sosial atau teori keadilan distributif. Tetapi, teori keadilan

struktural memiliki cangkupan yang lebih luas dengan melihat

14 Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Jakarta: Kencana, 2014, him. 72.

11



keadilan, sosial maupun individual, lebih dari perpektif struktur
sosial.’® Suatu aturan dibuat dengan mempertimbangkan struktur

sosial agar aturan tersebut dapat menciptakan ketertiban masyarakat

Selain dua bentuk keadilan hukum di atas, Aristoteles juga menjelaskan

melalui teori etis bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan,

antara lain sebagai berikut:*®

a. Keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan
jasa yang telah dibuatnya tanpa menuntut setiap orang mendapatkan
bagian yang sama, sehingga keadilan tersebut bukan atas persamaan
melainkan kesebandingan.’

Keadilan Komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak
melihat jasa-jasa yang telah diberikannya, sehingga perlakuan yang
dianggap adil ialah perlakuan yang sama tanpa melihat jasa-jasa
perorangan.*®

Keadilan kodrat alam, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang
sesuai dengan apa yang telah diberikannya;

Keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati hukum

yang telah diberlakukan;

15 Bur Rasuanto, Keadilan Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, him. 6.
16 Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna

Narkotika, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012, him. 179.

17 Dewa Gede Sudika Mangku, Pengantar IImu Hukum, Klaten: Lakeisha, 2020, him.

18 1bid, him. 31.
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e. Keadilan menurut teori perbaikan, yaitu seseorang yang telah
berusahaan untuk memulihkan nama baik orang lain yang telah

tercemar.

2. Teori Tujuan Pemidanaan
Sistem peradilan pidana tidak lepas dari teori pemidanaan, menurut
Sudarto, pemidanaan memiliki sinonim penghukuman yang berasal dari
kata hukum,® sehingga pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan
menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum, khusus untuk
menetapkan hukum tidak hanya digunakan dalam bidang hukum pidana
melainkan dalam bidang hukum perdata. Teori pemidanaan dibagi menjadi

3 (tiga) bentuk, antara lain sebagai berikut:?°

a. Teori Tujuan Pidana Absolut

Teori absolut adalah teori pemidanaan yang bertujuan untuk
pembalasan kepada pelaku, sehingga teori tersebut dianggap bersifat
primitif, namun terkadang tetap digunakan di masa sekarang.
Pendekatan absolut didasari dengan pembenaran terhadap tindak
pidana yang memang telah terjadi. Oleh karenanya teori absolut
menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena pelaku
bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pelaku sudah

seharusnya menerima hukuman atas perbuatannya.

19 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, him. 71.
20 Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 187.
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b. Teori Tujuan Pidana Relatif
Teori relatif adalah teori pemidanaan yang menjatuhkan pidana
sebagai upaya mencegah terpidana dari kemungkinan untuk
melakukan tindak pidana lagi di masa yang akan datang, serta
sebagai upaya mencegah masyarakat dari kemungkinan melakukan
tindak pidana yang sama dengan terpidana maupun tindak pidana
lainnya. Teori tersebut diharapkan dapat menciptakan dan

mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat

c. Teori Tujuan Pidana Gabungan
Teori gabungan adalah penggabungan kedua teori sebelumnya
yang menjatuhkan sanksi pidana untuk pembalasan perbuatan pelaku
sekaligus sebagai upaya memperbaiki perilaku terpidana untuk dapat

kembali ke lingkungan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Austin, berpendapat bahwa hukum adalah gejala yang dapat diamati,
yaitu berupa perintah-perintah dan sanksi-sanksi dari penguasa yang ditujukan
kepada masyarakat.?! Walaupun demikian, penelitian ilmu hukum berbeda
dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang bersifat empirical, sedangkan ilmu
hukum bersifat normatid yang berkoherensi antara aturna hukum dan prinsip

hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah

21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, him. 39.
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laku masyarakat dengan norma hukum.?? Sehingga, penelitian hukum dapat
dilakukan dengan mengamati aturan hukum dan prinsip hukum dengan

penerapannya.

Adapun metode-metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian

ini, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang
berfokus pada hukum dalam kenyataan atau metode penelitian yang
melihat hukum itu diterapkan pada masyarakat.?® Penelitian ini juga
disebut dengan metode sosiological riset yang pada khususnya melihat
penerapan asas restorative justice terhadap sistem peradilan pidana anak
atas penyelesaian tindak pidana pencurian anak. Dalam pembuatan
penelitian ini, penulis menggunakan data lapangan sebagai hasil penelitian,
data tersebut diambil dari wawancara beberapa sumber di Pengadilan

Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

2. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode-metode pendekatan penelitian
hukum, yaitu:
a. Pendekatan Undang-Undang (statue approach)
Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan

menggunakan peraturan perundang-undang dan regulasi yang

22 |bid, hlm. 41-42.
2 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Jakarta: Kencana, 2016, him. 151.
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berkaitan dengan permasalahan penelitian hukum.?* Penulis akan
menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

b. Pendekatan Historis (historical approach)

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang berfokus
pada latar belakang dengan metode penelurusan sejarah atau
perjalanan fakta, peristiwa, kejadian, dan fenomena lainnya pada
objek penelitian, sehingga penulis dapat meganalisis suatu
peristiwa masa lalu yang mengalami perubahan.?® Penelitian ini
menggunakan pendekatan historis yang berkaitan dengan
perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia
khususnya penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak yang

dipengaruhi dengan asas restorative justice.

c. Pendekatan Empiris
Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang berfokus
pada hukum dalam kenyataan sosial, kulturan atau das sein.

Pendekatan empiris dapat berupa pendekatan sosiologi hukum yang

24 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, him. 133.
% Made Indra & lka Cahyaningrum, Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian,
Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019, him. 30.
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bersifat deskriptif. Pendekatan sosiologi hukum dibagi menjadi 2
(dua) bentuk kajian, yaitu sebagai berikut:2°
1). Sosiologi hukum yang mengkaji hukum dalam kenyataan,
yang mana pendekatan tersebut mengkaji seperangkat
kaidah khusus yang berlaku untuk menciptakan ketertiban
di masyarakat.
2). Sosiologi  hukum yang mengkaji suatu  proses
pembentukan lingkungan masyarakat, yang mana
pendekatan ini berfokus pada eksistensi aturan hukum

sebagai kaidah sosial di dalam lingkungan masyarakat.

d. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berfokus
apda pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum.?’ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang
berkaitan dengan perkembangan asas restorative justice yang
mempengaruhi sistem peradilan pidana anak. Perkembangan
tersebut tidak lepas dari teori-teori ilmu hukum khususnya teori

hukum acara pidana, seperti teori keadilan dan teori pemidanaan.

him. 6.

2 Fithriatus Shalilah, “Sosiologi Hukum”, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017,

27 Peter Mahmud Marzuki, loc it.
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3. Sumber Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data penelitian,

antara lain sebagai beritut: 28

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer untuk mendapatkan hasil
penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diambil langsung
dari lapangan dengan teknik wawancara beberapa sumber di Pengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khusus sebagai tujuan untuk mendapatkan
keterangan dan kenjelasan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang
terkait permasalahan penelitian. Penulis menggunakan wawancara
terstruktur secara lisan dengan daftar pertanyaan wawancara yang
sudah diatur terlebih dahulu, selanjutnya hasil dari wawancara akan
disortir, dieliminasi, atau dipilih beberapa hasil yang akan digunakan
untuk menjawab permasalahan penelitian ini.?® Wawancara tersebut
ditujukan kepada Hakim yang menyelesaikan perkara pidana anak,
Panitera, dan beberapa aparat penegak hukum lainnya di Pengadilan

Negeri Palembang Kelas 1A Khusus,

28 Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2013, him. 12.

29 Suwardi Endraswara, Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemology, dan Aplikasi,
Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006, him. 166.
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b. Data Sekunder
Peneletian ini turut membutuhkan data hukum sekunder untuk
mengkaji dan menganalisis hasil dari permasalahan. Menurut Soerjono
Soekamto data sekunder terdiri atas bahan-bahan penelitian hukum,

antara lain sebagai berikut: %

1). Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan permasalahan.
Yaitu: - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 3209;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 12
tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2012 nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran

%0 Ibid, hlm. 13.
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Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5606;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65
tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan
Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas)
Tahun, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5732;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun
2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan
Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2017 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 6027.

2). Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas buku dan jurnal.

3). Bahan Hukum Quarter berupa bahan non hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelititan dan pengumpulan data dalam

penyelesaian penulisan ini dengan lokasi tempat yaitu Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus, yang beralamat di JI. Kapten A. Rivai No.16,

Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur |, Kota Palembang,
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Provinsi Sumatera Selatan, Kode POS 30129.

Populasi

Populasi adalah seluruh objek yang menjadi patokan data primer
dalam suatu penelitian, yang mana ukuran populasi tersebut baik terhingga
maupun tak terhingga, dapat dihitung maupun tidak dapat dihitung
tergantung dengan keutuhan dari penelitian itu sendiri.®! Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh petugas atau pegawai atau penegak hukum

yang berada di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

. Sampel

Sampel adalah bagian dari subjek atau objek yang berada dalam
suatu populasi. Pengambilan sampel disesuaikan dengan kualitas dan
kuantitas serta karakteristik dari populasi tersebut.3? Sampel dalam
penelitian ini diambil dari populasi yang sudah dijelaskan sebelumnya,
sehingga sampel dapat terdiri atas Hakim anak, panitera, dam anak yang

berhadapan dengan hukum.

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian

ini, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

31 Sigit Nugroho, Dasar-dasar Metode Statistika, Jakarta: Grasindo, 2006, him. 10.
32 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, him. 33.
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Studi lapangan adalah salah satu jenis penelitian kualitatif,
yang mana penulis mengamati dan mengikuti secara langsung
kegiatan di lokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala
kecil maupun skala besar. Studi lapangan membutuhkan interaksi
langsung, sehingga penulis secara individu berbicara dan
berinteraksi secara langsung untuk mengamati sampel dari

penelitian ini.*3
b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan teknik
pengumpulan data hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan
hukum tertulis dengan menggunakan content analisys.3* Penulis
menggunakan studi kepustakan untuk mendapatkan teori-teori
hukum yang menjadi dasar dalam mengkaji dan menganalisis hasil
dari penelitian melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan,
dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip-arsip dan hasil data
lainnya yang berbentuk informasi tertulis baik dapat diakses secara
cetak maupun elektronik yang tentunya berhubungan langsung

dengan permasalahan dalam penelitian ini.

8. Teknik Analisis Penelitian

Penulis mengolah dan menganalisis penelitian menggunakan metode

33 Sugiarti, dkk, Desain Penelitian Kualitatif Sastra, Malang: UMM Press, 2020, him.

34 Moh. Pabundu Tika, loc.cit.
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penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian empiris yang menggunakan data primer berbentuk hasil
wawancara yang dilakukan di tempat pengambilan data penelitian,
sehingga analisis penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode
analisis kualitatif adalah analisis dari pengumpulan data lapangan dengan
memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen penting, yang mana data
tersebut akan dianalisis dengan cara deskriptif dan penarikan kesumpulan

induktif.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan ~ kesimpulan  dalam  penelitian  ini
menggunakan penarikan kesimpulan logika induktif.
Penarikan kesimpulan dengan cara logika induktif adalah
penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan individual
nyata menjadi kesimpulan umum.® Penulis menggunakan
kesimpulan induktif untuk menyimpulkan permasalahan dari
penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara
tindak pidana pencurian anak pada sistem peradilan pidana

anak di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

% Lies Sudibyo, dkk, Filsafat llmu, Yogyakarta: Deepublish, 2014, him. 99.
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